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PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntansi keuéngan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi
sektor publik yang mendapat perhatian besar.dari berbagai pihak semenjak
reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah
Republik Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pembenan otonomi daerah,
kewenangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang diserahkan
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah
daerah. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung
jawab, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk
mengelola dacrahnya secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan
alokasi sumber daya yang ada.

Untuk mengawasi jalannya pemerintahan saat ini terdapat lembaga-
lembaga pengawas dan pemeriksa yang sifatnya independen yang memiliki tugas
yang berbeda-beda, di antaranya terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektur Jenderal
Pembangunan (Irjenbang), Inspektorat Jenderal Dalam Negeri, Inspektorat
Wilayah Propinsi, dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota. Di samping itu

masyarakat diharapkan juga berperan aktif dalam proses pengawasan
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penyelenggaraan negara dengan cara memberikan informasi dan menyampaikan
saran dan pendapatnya secara bertanggung jawab.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan
Kabupaten Sleman dengan mempergunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas
dan rasio efisiensi, rasio keserasian, serta Debt Service Coverage Ratio. Data
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
meliputi data target dan realisasi APBD, data target dan realisasi penerimaan
pajak dan retribusi daerah, data biaya pemungutan PAD, serta data penerimaan
dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2000 sampai
dengan tahun 2003. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari
Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman, Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sleman, serta dari Badan Pusat Statistik Propinsi DIY. Periode
pengamatan dalam penelitian ini adalah 4 {(empat) tahun, yaitu tahun 2000 sélmpai
dengan tahun 2003.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis pﬁda bab IV, maka penulis
mengambil beberapa kesimpulan yaitu: |
1. Rasio kemandirian yang semakin menurun dari tahun 2000 sampai dengan
tahun 2003, yaitu dann 16,24% menjadi 13,25%. Sehingga dapat
disimpulkan rasio kemandirian Kabupaten Sleman dari tahun 2000 sampai
dengan tahun 2003 masih sangat rendah dengan rasio kemandirian di
bawah 25% yang menunjukkan ketergantungan daerah terhadag bantuan

dari pusat dan propinsi masih tinggi.
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2. Rasio efektivitas Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang semakin

(5]

meningkat karena adanya peningkatan penerimaan PAD, khususnya dari
pajak dan retribusi daerah, yaitu dari 113,01% pada tahun 2000 menjadi
121,81% pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah
melalui dinas pendapatan telah berhasil merealisasikan PAD sesuai dengan
target yang ditetapkan. Sedangkan rasio efisienst Kabupaten Sleman
mengalami penurunan yang cukl;p tajam karena besamnya penerimaan
pajak dan retribusi daerah lebih besar daripada besamnya biaya untuk
merhungut pajak dan retribusi daerah, yaitu dari 13,56% pada tahun 2000
kemudian menurun menjadi 6,34% pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan
bahwa pemerintah déerﬁh khususnya dinas pendapatan telah sangat efisien

dalam mengeluarkan biaya untuk merealisasikan PAD.

. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 rasio belanja rutin Kabupaten

Sleman cenderung semakin menurun, yaitu dari 76,76% pada tahuﬁ 2000
menjadi 41,69% pada tahun 2003. Sedangkan rasio belanja pembangunan
Kabupaten Sleman memiliki kecenderungan yang semakin meningkat,
yaitu dari 23,24% pada tahun 2000 kemudian meningkat menjadi 58,31%
pada tahun 2003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio keserasian
kabﬁpaten Sleman semakin baik karena mulai tahun 2002 dan tahun 2003,
dana yang dimiliki sebagian besar mulai diprioritaskan untuk belanja
pembangunan yang menggambarkan keseriusan pemerintah daeraﬁ untuk

meningkatkan pembangunan di daerahnya.
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4. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 besarnya DSCR Kabupaten
Sleman mengalami peningkatan yang luar biasa, yaitu dari (178,09) pada
tahun 2000 menjadi 497,77 pada tahun 2003 karena adanya peningkatan
yang cukup besar pada pos penerimaan PAD dan DAU. Dapat disimpﬁlkan
bahwa pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan persyaratan yang
dapat menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan
pinjaman dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
masyarakat.

Hasil penelitian int memiliki beberapa keterbatasan, yaitu penelitian ini
kurang mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang mungkin berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, misalnya masa jabatan

pemerintahan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah
dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik yaitu:
1. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan cara
mengadakan penyuluhan pajak secara rutin serta melakukan pemeriksaan

rutin dan pendataan wajib pajak baru.




2.

3.

4
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Dengan dana yang diperoleh dan penerimaan PAD sebaiknya digunakan
untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik serta mendukung kegiatan
sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta keschatan. Misalnya
meningkatkan pelayanan kesehatan pada puskesmas dengan memberi
kebebasan biaya bagi masyarakat yang kurang mampu..

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang
tersembunyi yang dapat dijadikan kantong-kantong pemborosan, misalnya
pada anggaran belanja hanya tertulis belanja lain-lain, seharusnya ada
keterangan untuk belanja apa, schingga laporan keuangan daerah dapat
dipertanggun_awabkan.

Adanya kepastian hukum bagi stakeholder atau pihak yang berkepentingan
khususnya para investor. Dengan jaminan kepastian hukum, para pihak
yang berkepentingan diharapkan mau mengembangkan berbagai

aktivitasnya untuk pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Sleman.
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Lampiran 2
Target dan Realisasi Penerimaan PAD dan Biaya Pemungutan Pajak
Kabupaten Sleman

‘T'ahun 2600 - 2003

B O S 2000

: Téfget R Reahsasl :

1 Pajak Asli Daerah 15.829.886.951,00 17.889.883.435,46

2 | Biaya Pemungutan

2.425.726.437,00

20010

. Target

26.616.137.7117,36 29.571.153.214,13

2 | BiayaPemungutan . 2.049.268.114,00

I &

2002

1 Pajak Asli Daerah

,
L
‘

H A

34.846.979.981,95 ©  38.908.192.767,97

2 | BiayaPemungutan 3.061.379.449,00
il ‘

1 Pajak Asli Daerah 43.494.246.800,00 { 52.978.721.465,50

H

2 | Biaya Pemungutan | 3.356.652.275,00

[V LU Vs

Sumber: APBD Kabupaten Sleman Tahun 2000 -2003
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